
WALIKOTA MAKASSAR 
PROVINSISULAWESISELATAN 

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR 
NOMOR 20 TAHUN 2018 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA MAKASSAR, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan 
Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2017, maka perlu menetapkan Peraturan 
Walikota ten tang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2017 sebagai rincian lebih lanjut dari 
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan 
Walikota Makassar. 

--- 

Mengingat 1 .  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822); 

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan clan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 
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6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015  
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang 
Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan 
Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan 
Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi 
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 
Nornor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2970); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang 
Perubaban nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota 
Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193); 

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 200 I Nomor 41 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4090); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedt..tdukan Protokoler dan Keuangan Pimpino.n do..n Anggotu 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 21  Tahun 2007 tentang Perubahan 
Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4712) ; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4574); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndonesia Nomor 4575); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

21.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan K.inerja lnstansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 2 I Tahun 20 I l ten tang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3026); 

25. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 

ten tang 

Daerah 

Tahun 
dengan 

Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat 
Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar 
2009 Nomor 3) sebagaimana telah cliubah 

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 
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2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kola 
Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan 
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kata Makassar 
(Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 7); 

26. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2016 
tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Dae rah Kota Makassar Tahun Anggaran 2017 (Lembaran 
Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 10); 

27. Peraturan Dacrah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2018 
ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Selanja Daerah Kota Makassar Tahun 
Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 
2018 Nomor 3); 

28. Peraturan Walikota Makassar Nomor 45 Tahun 2015 tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar (Serita 
Daerah Kota Makassar Nomor 45 Tahun 2015) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 
29 Tahun 2017 ten tang Perubahan kedua atas Peraturan 
Walikota Makassar Nomor 45 Tahun 2015 Tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kata Makassar (Berita 
Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 29); 

29. Peraturan Walikota Makassar Nomor 29 Tahun 2014 tentang 
Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kata Makassar 
(Serita Daerah Kota MakassarTahun 2014 Nomor 29); 

30. Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 Tahun 2014 tentang 
Sistem dan Prasedur Pengelalaan Keuangan Daerah (Berita 
Daerah Kota Makassar Nomor 57 Tahun 2014); 

3 1 .  Peraturan Walikota Kota Makassar Nomor 25 Tahun 2016 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2017 (Serita Daerah 
Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 25); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG 
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2017 

Pasal 1 

Laparan realisasi anggaran tahun anggaran 2017 terdiri atas : 

1 Pendapatan 
a. Pendapatan Asli Daerah Rp 1.337.231.094 .232, 10 
b. Dana Perimbangan Rp 1.672.967.166. 403,00 
c. lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Re 406.156.958.066,00 

Jumlah Pendapatan Rp 3.416.355.218.701,10 
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2 Belanja 
a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai Rp 992.802.177.373,00 
2) Belanja Sunga Rp 254.324.108,38 
3) Belanja Subsidi Rp 
4) Belanja Hibah Rp 76.924.413.515,00 
5) Belanja Bantuan Sosial Rp 
6) Belanja Bagi Hasil Rp 
7) Belanja Bantuan Keuangan Rp 1.091.333.000,00 
8) Belanja Tidak Terduga 81! 7.556.531.068,00 

Rp 1.078.628.779.064,38 

b. Belanja Langsung 
I) Belanja Pegawai Rp 200.355.517.782,00 
2) Belanja Barang Rp 1. 409 .619. 4 53. 503 ,66 
3) Belanja Modal Rp 625.019.873.537,40 

R� 2.234.994.844.823,06 
Jumlah Belanja Rp 3.313.623.623.887,44 

Surplus/ (Defisit) Rp 102. 731.594.813,66 

3 Pembiayaan 
a. Penerimaan Rp 173. 412.430.770,73 
b. Peng�uaran R� 3.790.086.165,04 

Jumlah Pembiayaan Neto Rp 169.622.344.605,69 

Sisa lebih_pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp 272.353.939.419,35 

Pasal 2 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota Makassar ini. 

Pasal 3 

Ringkasan laporan realisasi aoggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 
dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. 

Pasal 4 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
tercanturn dalam Lampiran fl Peraturan Walikota Makassar ini. 

Pasal 5 

Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 
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Pua1 6  

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar. 

Ditctapkan di Makassar 
pada tanggal 29 Agustus 20 l 8 

!IITALIKOTA MAKASSAR, 

MOH. RAMDHAlf POMANTO 

Diundangkan di Makassar 
pada tanggal 29 Agustus 2018 

PJ. SEKRETARISCTRAH KOTA MAKASSAR, 

A. NAIBY AH"r.AzIKIN 

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2018 NOMOR 20 
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